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7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 2/D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016
Nomor 3/D);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKATON
dan
KEPALA DESA SIDOKATON,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa SIDOKATON

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
lJcSﬁ, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang
melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa
dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas
dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
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P Dhadun Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD
SIDOKATON

BAB I
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pusal 2
(1) Orpanisasi Pemerintah Desa terdini dari:
w Kepala Desa,
b, Perangkat Desi
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas -
n. Sckretarns Desag
b, Pelaksana Teknis; dan
¢, Pelaksann Kewilayahan,
(1) Perangkit Desa sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) berkedudukan
sehagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sckretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
dibantu oleh:
a.  Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
b Kepala Urusan Keuangan; dan
¢.  Kepala Urusan Perencanaan,
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,
terdiri dari:
0. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
¢.  Kepala Seksi Pelayanan.
(3) Peluksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
hurul ¢, terdiri dari:
0. Kepala Dusun Sidokaton
b, Kepaln Dusun Dukuh
¢.  Kepala Dusun Dekes
d.  Kepala Dusun Mabul
¢.  Kepala Dusun Genenglo

BAB 111
KEDUDUKAN
Pasal 4
(1)  Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(7)  Sckretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu
Kepalu Desa dan memimpin Sekretariat Desa,
(1)  Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala  Desa
sehagai satuan tugas kewilayahan.
(4)  Kepaln Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal §

(1) Kepala Desa bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,
melaksanakan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan
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pemberdayaan masyarakat

Uintuk - melaksannkan tugas sebagmmana dimaksud  pada ayat (1)

Kepala Desa memibiki fungsi-fungsi sebagai berkut

1 menyelenggarakan  Pemerimtahan  Desa,  seperti tata praja
Pemerintahan, penctapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan
upaya perlindungan masyarakot, administrasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah

1. melaksanakan  pembangunan,  sepertt pembangunan sarana

prasarana  perdesaan, dan  pembangunan  bidang  pendidikan,

keschatan.

pembinaan  kemasyarakatan,  seperti  pelaksanaan hak  dan

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya

masyarakat, kcagamaan, dan ketenagakerjaan

d.  pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sostalisast dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ckonomi, poliuk, lingkungan
hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang
Laruna.

¢.  menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya

-

Pasal 6

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam  bidang

administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a.  melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ckspedisi.

b.  melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penylapan  rapat, pengadministrasian  aset,  inventarisasi.
perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

¢.  melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi  sumber-sumber  pendapatan  dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
pemerintahan desa lainnya.

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventanisir data-
data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan

PPasal 7

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan

tugas di wilayahnya

Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Dusun memiliki fungsi

a.  pembmaan  ketentraman  dan ketertiban,  pelaksanaan  upaya
perhndungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan
dan pengelolaan wiluyah

b, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

( melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
hemampuan  dan  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga
lngkungannya,
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d. melakukan  upaya-upaya pemberdayaan  masyarakat  dalam

menunjang - kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan.

Pasal 8

(1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.

(2)  Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan
manajemen tata praja  Pemerintahan, menyusun rancangan
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah,
serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

b.  Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan
hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang
taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban  masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada _Lamplran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
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BAB VI
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Poraturan Desa mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Apor semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengund
Deea ini dalam | embaran Desa oleh Sekretaris Desa.

angan Peraturan

Ditetapkan di SIDOKATON

pada tanggal |1 Januari 2025

KEPALA DESA SIDOKATON

Diundanghan di SIDOKATON
rada tanggal 11 Januan 2025
Si ;wﬂ-ﬂ ARIS DESA SIDOKATON

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SIDOKATON

LLAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DESA SIDOKATON

: 01 TAHUN 2025
: 11 JANUARI 2025

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA
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